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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan 

dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-

Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-

huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam 

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan 

transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 
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 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ` ain` ع
koma terbalik (di 

atas) 

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ
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 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal 

rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

 Fathah dan وَْ...

wau 

au a dan u  

Contoh: 
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 kataba كَتَبََ -
 fa`ala فَ عَلََ -
 suila سُئِلَََ -
 kaifa كَيْفََ -
 haula حَوْلََ -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya 

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf 

dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan اَ...ىَ...

alif atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ىِ...

ya 

ī i dan garis di atas 

 Dammah وُ...

dan wau 

ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رَمَىَ -

َقِيْلََ -   qīla 

َيَ قُوْلَُ -  yaqūlu 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat 

fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 

“t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu 

ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةَُالَأطْفَالَِ -

-al-madīnah al-munawwarah/al  الْمَدِيْ نَةَُالْمُنَ وَّرةََُ -

madīnatul munawwarah 

 talhah  طلَْحَةَْ -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau 

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala نَ زَّلَََ -

 al-birr البَُِّ -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

 al-jalālu الَْْلَالَُ -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun 

hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal 

kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَْخُذَُ -

 syai’un شَيئَ  -
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 an-nau’u الن َّوْءَُ -

 inna إِنََّ -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun 

huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

رَُالرَّازقِِيََْ - َالَلهَفَ هُوََخَي ْ  Wa innallāha  وََإِنَّ

lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha 

lahuwa 

khairurrāziqīn 

 Bismillāhi             بِسْمَِالِلهَمََْراَهَاَوََمُرْسَاهَا -

majrehā wa mursāhā 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital 

tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut 

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 
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َالْعَالَمِيََْ - -Alhamdu lillāhi rabbi al الَْْمْدَُلِلهَرَبِّ

`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil 

`ālamīn 

-Ar-rahmānir rahīm/Ar  الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -

rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya 

berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap 

demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

َرَحِيْمَ  -  Allaāhu gafūrun rahīm اللهَُغَفُوْر 

عًا - ي ْ -Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil للِّهَِالأمُُوْرَُجََِ

amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam 

bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 
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MOTTO  

“Tumbuh tinggi bukan karena hebat sendiri, tetapi karena 

akar-akar kebaikan yang terus menguatkan” 

 

  



 

xvi 

 

ABSTRAK 

Istikomah. 2026. Implementasi Zakat sebagai Pengurang 

Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi 

Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Pembimbing: Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. 

Kata Kunci: Zakat, Penghasilan Kena Pajak, ASN, BAZNAS 

Kabupaten Pekalongan 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya regulasi 

yang mengatur bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat 

dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi terbaru 

yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak penghasilan 

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

114 tahun 2025. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang 

kuat, implementasi kebijakan tersebut di kalangan Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten 

Pekalongan belum berjalan secara optimal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak, mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, serta menganalisis 

upaya optimalisasi penerapan kebijakan tersebut.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Subjek penelitian meliputi ASN Kementerian Agama 

Kabupaten Pekalongan serta pihak BAZNAS Kabupaten 

Pekalongan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan 

ASN belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh 

rendahnya pemahaman ASN terkait mekanisme pelaporan 

zakat dalam SPT Tahunan, kurangnya sosialisasi kebijakan 

dari BAZNAS Kabupaten Pekalongan, prosedur administrasi 

yang dianggap masih rumit, serta belum adanya koordinasi 

yang optimal antara BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan 

instansi perpajakan. Selain itu, masih terdapat persepsi di 

kalangan ASN yang memisahkan antara kewajiban zakat dan 

pajak. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak telah memiliki dasar hukum yang kuat, 

implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan 

sosialisasi dan edukasi, integrasi sistem antara zakat dan pajak, 

penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendampingan 

teknis kepada ASN agar kebijakan tersebut dapat berjalan 

secara lebih efektif dan optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri di Indonesia, mendorong 

banyak orang untuk mengikuti perkembangan tersebut 

karena adanya keuntungan yang dapat diperoleh. Namun, 

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di 

Indonesia, setiap orang atau badan hukum yang 

memperoleh keuntungan akan diwajibkan membayar 

pajak, baik itu berupa pajak penghasilan maupun jenis 

pajak lainnya. Pajak merupakan kewajiban kontribusi 

yang harus dibayar kepada negara, yang bersifat memaksa 

dan diatur dalam undang-undang. Walaupun tidak 

mendapatkan imbalan langsung, pajak ini nantinya akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, terutama 

untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.1 

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

adalah pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21. Pajak 

Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud 

dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari 

luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapapun. Dengan adanya peraturan tersebut 

negara menuntut setiap warganya untuk menyerahkan 

sebagian kekayaan untuk negara yang akan digunakan 

 
1 Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan 
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untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan 

negara.2 

Di tengah menguatnya peranan pajak dalam 

penerimaan negara ini, secara bersamaan muncul 

kesadaran umat Islam akan peranan zakat dan ini yang 

menjadi masalah di masyarakat karena adanya kewajiban 

ganda yang harus dijalankan secara bersamaan sehingga 

membuat banyak masyarakat yang tidak patuh dalam 

membayar pajak maupun zakat. Dalam agama Islam, ada 

kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta atau 

penghasilan seseorang saat sudah mencapai jumlah 

tertentu (nishab), dan hal ini disebut sebagai zakat. Zakat 

adalah salah satu ibadah pokok dan merupakan kewajiban 

para individu muslim yang memiliki harta untuk 

mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan 

yang berlaku dalam zakat itu sendiri.3 Zakat merupakan 

rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, dan 

begitu pentingnya zakat sehingga menjadi ajaran yang 

memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan umat 

Islam. 

Jika saat ini banyak kaum muslim yang sudah 

memahami kewajiban shalat dan manfaatnya dalam 

membentuk kesalehan pribadi, namun belum demikian 

halnya dengan pemahaman mengenai zakat yang berperan 

dalam membentuk kesalehan sosial. Padahal, implikasi 

dari kesalehan sosial ini sangat luas dan bisa memberikan 

manfaat yang besar bagi umat muslim jika mereka 

memahami hal ini. Meski pemahaman mengenai shalat 

 
2 Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan 

Pendekatan Mind Map (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 6. 
3 Hafidhuddin, Didin, et al., The Power Of Zakat: Studi 

Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara (Malang: UIN Malang 

Press, 2008), hlm. 7. 
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sudah merata, namun untuk zakat masih banyak yang 

belum memahaminya dengan baik.4 

Urgensinya membayar zakat bisa terlihat dari 

banyaknya kata "zakat" yang dihubungkan dengan 

"shalat", yang muncul sebanyak 72 kali. Menurut Yusuf 

Qardhawi, zakat dibahas dalam konteks ibadah karena 

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

shalat. Jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah 

mercusuar agama. Namun, pemahaman zakat di kalangan 

umat Islam tidak sebaik pemahaman mereka tentang 

shalat. Begitu pula pemahaman tentang kewajiban dan 

manfaat zakat itu sendiri.5 

Hal tersebut bisa ditafsirkan bahwasanya 

pelaksanaan zakat memiliki kesetaraan dengan kewajiban 

dalam menjalankan sholat, seperti dijelaskan dalam 

firman Allah SWT: 

 وَاقَِيْمُواَالصَّلٰوةََوَاٰتوُاَالزَّكٰوةََوَاركَْعُوْاَمَعََالركِّٰعِيََْ
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah 

beserta orang-orang yang ruku’. (QS. Al-Baqarah: 43) 

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya shalat dan 

zakat adalah dua pilar utama dalam keislaman seseorang. 

Shalat berfungsi sebagai peneguh keislaman seseorang 

secara personal, sementara zakat menjadi cara untuk 

mewujudkan kesalehan sosial sebagai khalifah di dunia. 

Kedua hal ini harus digabungkan karena manusia tidak 

dianggap sempurna jika hanya fokus pada satu sisi saja. 

 
4 Qodariah Barkah, dkk, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 49. 
5 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai 

status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, Penerje. 

Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera 

Antarnusa, 2006), hlm. 3. 
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Oleh karena itu, penggabungan keduanya menjadi sebuah 

keharusan.6 

Dalam beberapa hadits juga dijelaskan terkait 

kewajiban membayar zakat, seperti yang diriwayatkan 

oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah ia berkata: 

يََعَلَيهَِفَِناَرَِجَهَنَمَ،َ أَحِْْ دِيَزكََاتهََُإِلاََ كََنْزٍَلأيَُ وَ  مَامِنَْصَاحِبٍ
َيََْكُمَََفَ يُجْعَلََصََ نَهُ،َحَتََّّ َفَائِحُ،َفَ يُكْوَیَبهَِِجَنْبَاهَُوََجَبِي ْ اللّٰهَُبَ يَْ

لُهُ،َإِمَاَإِلَََ يُ رَىَسَبِي ْ كََانََمِقْدَارهَُُخََْسِيََألَْفََسَنَةٍ،َثََُُّ عِبَادِهَِفَِيَ وْمٍ
  الْنََّةَِوَإِمَاَإِلَََالنَّارَُ.َروهَاحْدَوَمسلمَ

Setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya 

pasti akan Allah panaskan harta itu di Neraka Jahannam, 

terus dijadikan lempengan untuk kemudian diseterikakan 

ke kening dan badannya, sampai Allah memutuskan 

hukum bagi para hamba-Nya pada suatu hari yang 

ukurannya lima puluh ribu tahun. Kemudian ia akan 

melihat jalannya, akan ke Neraka atau ke Surga. (HR 

Ahmad dan Muslim).7 

 

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam 

yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, 

menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah 

hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat 

Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat 

menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh 

karena itu, zakat sebagai instrumen negara dan juga 

sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari 

 
6 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Penerbit Lentera 

Hati, 2002), hlm. 171-173. 
7 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

1994), hlm. 193. 
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keterpurukan. Adapun orang beberapa golongan yang 

berhak menerima zakat yang pertama orang fakir, miskin, 

amil, muallaf, riqab atau memerdekakan budak, orang 

yang memiliki hutang, ibnu sabil dan fisabilillah. Akan 

tetapi ada beberapa harta-harta penghasilan yang harus 

dikeluarkan zakatnya seperti zakat profesi, dokter, 

pengacara, pegawai negeri dan sebagainya.8 

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penting 

dalam sistem keuangan yang memiliki tujuan berbeda 

namun saling berkaitan. Zakat berfungsi sebagai 

instrumen distribusi kesejahteraan dalam perspektif 

syariah, sedangkan pajak merupakan sumber utama 

penerimaan negara dalam perspektif fiskal.9 Dalam 

konteks Indonesia, pemerintah telah mengakomodasi 

integrasi kedua instrumen tersebut melalui kebijakan yang 

mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga 

resmi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan 

regulasi terbaru yang mengatur zakat sebagai pengurang 

pajak penghasilan tertuang dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 114 tahun 2025. Kemudian 

ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor Per-03/PJ/2024 yang menegaskan bahwa zakat 

dapat mengurangi penghasilan bruto (penghasilan kotor 

sebelum dipotong pajak), bukan mengurangi jumlah 

tagihan pajak secara langsung. 

Secara normatif, kebijakan tersebut menunjukkan 

adanya upaya harmonisasi antara kewajiban keagamaan 

 
8 Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan 

Fiskal (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 7. 
9 Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak 

Penghasilan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 334. 



6 
 

 

dan kewajiban kenegaraan, khususnya bagi umat Islam 

yang berstatus sebagai wajib pajak. Dengan adanya 

kebijakan ini, diharapkan tidak terjadi beban ganda antara 

pembayaran zakat dan pajak, serta dapat meningkatkan 

kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kedua 

kewajiban tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga 

diharapkan mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat 

melalui lembaga resmi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Namun demikian, secara empiris 

implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara 

optimal, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. 

Masih terdapat ASN yang belum memanfaatkan zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam 

pelaporan pajaknya. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di 

lapangan.10 

Dari perspektif akademik, kondisi ini menimbulkan 

problem akademik berupa belum optimalnya 

implementasi kebijakan integrasi zakat dan pajak, serta 

belum terwujudnya efektivitas regulasi dalam 

memengaruhi perilaku wajib pajak. Secara teoritis, suatu 

kebijakan yang telah memiliki dasar hukum yang kuat 

seharusnya dapat diimplementasikan secara efektif. 

Namun dalam praktiknya, terdapat hambatan yang 

menyebabkan kebijakan tersebut belum memberikan 

dampak yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan 

 
10 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: 

Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 42. 
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pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak.11 

Adapun penyebab munculnya problem akademik 

tersebut dapat diidentifikasi dari beberapa faktor. 

Pertama, rendahnya tingkat pemahaman ASN terhadap 

regulasi yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak. 

Kedua, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga 

terkait seperti BAZNAS, Kementerian Agama, dan 

Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, adanya kendala 

administratif, seperti belum optimalnya pemanfaatan 

bukti setor zakat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT). Keempat, belum terjalinnya sinergi yang 

kuat antara lembaga pengelola zakat dan otoritas 

perpajakan dalam mendukung implementasi kebijakan 

tersebut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan 

upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui 

berbagai solusi yang ditawarkan. Pertama, peningkatan 

sosialisasi dan edukasi kepada ASN mengenai pentingnya 

pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak. Kedua, optimalisasi sistem administrasi zakat dan 

pajak, termasuk standarisasi bukti setor zakat agar mudah 

digunakan dalam pelaporan pajak. Ketiga, penguatan 

sinergi antara BAZNAS Kabupaten Pekalongan, 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, dan 

Direktorat Jenderal Pajak dalam mengintegrasikan sistem 

zakat dan pajak. Keempat, evaluasi dan penguatan 

kebijakan agar lebih implementatif dan mudah diakses 

oleh wajib pajak 

 
11 Ai Nur Bayinah, “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang 

Penghasilan Kena Pajak,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, no. 1 

(2015): hlm. 83–98. 
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Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting 

untuk dilakukan guna menganalisis implementasi 

pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi, serta 

merumuskan solusi yang tepat dalam rangka optimalisasi 

kebijakan tersebut. Sehingga penulis tertarik dalam 

menyusun skripsi ini dengan judul IMPLEMENTASI 

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN 

KENA PAJAK DI KALANGAN ASN KEMENTERIAN 

AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara 

spesifik peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan? 

2. Apa saja faktor yang memengaruhi pemanfaatan zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN? 

3. Bagaimana upaya optimalisasi penerapan zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan 

ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak di kalangan ASN 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak oleh ASN. 
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3. Untuk merumuskan upaya optimalisasi penerapan 

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di 

kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten 

Pekalongan. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan manfaat penelitian ini antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi instansi, kajian ini dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengetahuan, pemahaman dan 

keilmuan dalam pengembangan teori zakat, 

khususnya berkaitan dengan implementasi 

pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak. 

b. Pembaca dan penulis, memberikan kontribusi atau 

menaruh minat pada pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya di jurusan Manajemen 

Dakwah pada implementasi pengaturan zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk instansi dan lembaga, membantu Lembaga 

Amil Zakat untuk mempertimbangkan dalam 

mengelola zakat sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak dan memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang manfaat zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak yang diatur 

dalam undang-undang. 

b. Penulis dan pembaca untuk mengetahui 

impementasi pengaturan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak. Dan dapat menjadi 

referensi bagi mahasiswa Manajemen Dakwah 

lainnya yang ingin mendalami masalah yang sama. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori 

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk 

Negara untuk melaksanakan pengumpulan dana 

zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional 

secara struktural memiliki perwakilan di setiap 

Provinsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan 

berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini bertugas 

mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) 

secara nasional guna mengentaskan kemiskinan dan 

meningkatkan kesejahteraan umat.12  

b. Implementasi  

Secara umum Implementasi dalam kamus 

besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau 

penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi 

merupakan sebuah penempatan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak, baik berupa 

perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai 

dan sikap.13 

c. Penghasilan Kena Pajak 

 
12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat. 
13 Syahruddin, Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, 

Dan Studi Kasus) (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hlm. 31. 
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Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun.14 

d. Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 

(PKP)  

Sebagaimana telah dijelaskan pada UU No. 23 

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 

22 bahwasanya zakat atau sumbangan keagamaan 

yang dibayarkan kepada Badan atau lembaga amil 

zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat 

mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian 

ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor-6/PJ/2011 yang menjelaskan tentang 

pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti 

pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan 

yang sifatnya wajib yang dapoat dikurangkan dari 

penghasilan bruto. Diharapkan dengan adanya 

peraturan tersebut masyarakat Indonesia yang 

mayoritas Muslim dapat memperoleh keringanan 

dan kemudahan dalam memenuhi dua kewajiban, 

yaitu zakat dan pajak sekaligus, tanpa harus memilih 

salah satu darinya. Dalam pelaksanaan zakat yang 

dapat dikurangkan dari pendapatan bruto, 

merupakan zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak 

orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib 

pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh 

 
14 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 

4. 
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pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan 

pemerintah.15 

Mekanisme Zakat sebagai Pengurang 

Penghasilan Kena Pajak Cara wajib pajak yang 

melakukan pemotongan zakat untuk melakukan 

pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak 

adalah dengan melampirkan fotocopi bukti 

pembayaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak, bukti 

pembayaran tersebut dapat berupa bukti 

pembayaran secara langsung atau melalui transfer 

rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM) dan paling sedikit memuat 

nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) pembayar; jumlah pembayaran; 

tanggal pembayaran; nama badan amil zakat; 

lembaga zakat apabila pembayaran secara langsung; 

tanda tangan petugas Badan/ lembaga amil zakat; 

validasi petugas bank pada bukti pembayaran 

apabila pembayaran via transfer rekening bank.16 

2. Penelitian Terdahulu 

Setelah membaca beberapa penulis sebelumnya. 

Untuk menghindari kesamaan dan plagiat dalam 

penelitian ini, penulis menyajikan berbagai penelitian 

sebelumnya. 

Pertama, Skripsi Mariah Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 

2011 dengan judul skripsi “Zakat Sebagai Pengurang 

 
15 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 64. 
16 Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak 

Penghasilan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101. 
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Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan 

Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)”.17 Pada 

skripsi ini, Mariah melaksanakan penelitian kepada 

wajib pajak di KPP Bekasi terkait zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak. Dari hasil 

penelitian yang didapat dari data yang diolah, dapat 

disimpulkan bahwasanya Undang-Undang No. 17 

tahun 2000 mengenai zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak dianggap cukup maju dan 

masyarakat setuju dengan adanya undang-undang 

tersebut. Akan tetapi, dalam hal sosialisasi masih 

terdapat kelemahan di mana banyak masyarakat, 

khususnya di daerah Bekasi belum mengetahui adanya 

undang-undang tersebut. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu pada fokus penelitiannya. Adapun 

fokus penelitian sebelumnya adalah pada wajib pajak 

di KPP Bekasi terkait zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak. Sementara itu, peneliti 

menitikberatkan pada implementasi zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-

faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya 

optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak oleh ASN. Meskipun objek 

penelitiannya sama, yakni zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak, tetapi peneliti melakukan 

penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan 

Kemenag Kabupaten Pekalongan, berbeda dengan 

 
17 Mariah, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 

(Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten 

Bekasi”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan 

Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 25. 
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peneliti terdahulu yang melakukan penelitiannya di 

KPP Bekasi.  

Kedua, Skripsi Tri Windarti Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta pada tahun 2010 dengan judul “Implementasi 

Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam 

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada 

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim di 

Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan).18 

Pada skripsi ini, Tri Windarti menyimpulkan 

bahwa terdapat tiga hal dalam penelitiannya. Pertama, 

wajib pajak belum mengaplikasikan penghitungan 

zakat sebagai pengurang penghasilan dalam 

penghitungan PKP sesuai dengan peraturan yang ada. 

Kedua, pengusaha muslim belum menerapkan 

penghitungan zakat dalam penghitungan PKP karena 

kurang memahaminya dan tidak adanya sosialisasi dari 

KPP Patama Surakarta dan LAZIS Surakarta. Ketiga, 

penghitungan zakat sebagai pengurang penghasilan 

dalam penghitungan PKP di Kelurahan Jajar belum 

berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. 

Banyak pengusaha muslim di Kelurahan Jajar yang 

lebih memilih menyalurkan zakat ke masjid daripada 

ke LAZIS. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu pada fokus penelitiannya. Di mana 

fokus penelitian sebelumnya adalah pada wajib pajak 

orang pribadi usahawan muslim di Kelurahan Jajar, 

 
18 Tri Windarti, “Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan 

Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak 

Orang Pribadi Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)”, Skripsi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 

2010), hlm. 33. 
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Kecamatan Laweyan.  Sementara itu, peneliti 

menitikberatkan pada implementasi zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-

faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya 

optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak oleh ASN. Meskipun objek 

penelitiannya sama, yakni zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak, tetapi peneliti melakukan 

penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan 

Kemenag Kabupaten Pekalongan, berbeda dengan 

peneliti terdahulu yang melakukan penelitiannya di 

KPP Patama Surakarta dan LAZIS Surakarta. 

Ketiga, Skripsi Nur Hasan mahasiswa Fakultas 

Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010 

dengan judul “Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk 

Keadilan Sosial (Studi Pemikiran Masdar Farid 

Mas’udi)’’19 Pada skripsi ini, Nur Hasan 

menyimpulkan bahwasanya Masdar Farid Mas’udi. 

Menekankan perlunya pemisahan antara zakat dan 

pajak. Bagi umat Muslim yang membayar pajak, 

pemisahan antara kedua hal tersebut harus dilakukan 

karena kewajiban zakat merupakan persoalan yang 

melibatkan hubungan antara manusia dan Allah SWT. 

Jika zakat digabung dengan pajak, maka syariat zakat 

akan hilang dan zakat hanya akan menjadi suatu 

anjuran yang tidak bersifat memaksa. Penelitian 

tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan 

dan analisis deskriptif untuk mendapatkan pandangan 

yang jelas tentang pemikiran Masdar Farid Mas’udi. 

 
19 Nur Hasan, “Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk Keadilan 

Sosial”, Skripsi Fakultas Syariah (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), hlm. 

22. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu pada fokus penelitiannya. Di mana 

fokus penelitian sebelumnya adalah pada kewajiban 

zakat dan pajak setiap muslim yang mampu 

membayarnya dengan persyaratan tertentu serta 

konsep pemikiran Masdar Farid Mas’udi terkait zakat 

dan pajak. Sementara itu, peneliti menitikberatkan 

pada implementasi zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang 

memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi 

penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak oleh ASN. Meskipun objek penelitiannya sama, 

yakni zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, 

tetapi peneliti melakukan penelitian di BAZNAS 

Kabupaten Pekalongan dan Kemenag Kabupaten 

Pekalongan, berbeda dengan peneliti terdahulu yang 

melakukan penelitiannya menggunakan pemikiran 

Masdar Farid mas’udi. 

Keempat, Penelitian Erfaniah Zuhriah Dosen 

Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

pada tahun 2006 dengan judul “Penerapan Zakat 

Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota 

Malang”20 Penelitian sebelumnya bertujuan untuk 

menjelaskan penerapan kebijakan pemerintah 

mengenai penggunaan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak di Kota Malang, namun 

hasilnya belum mendapatkan respons positif dari 

masyarakat. Data yang dikumpulkan di Kota Malang 

menunjukkan bahwa jumlah pembayar pajak yang 

 
20 Erfaniah Zuhriah, “Penerapan Zakat Sebagai Pengurang 

Penghasilan Kena Pajak di Kota Malang”, Laporan Penelitian Dosen 

Fakultas Syari’ah (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006), hlm. 21. 
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menggunakan hak mereka untuk mengurangi pajak 

penghasilan yang mereka bayar sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak melalui zakat semakin 

berkurang dari waktu ke waktu. Kantor Pelayanan 

Pajak Kota Malang juga mencatat penurunan jumlah 

wajib pajak yang menggunakan hak tersebut. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu pada fokus penelitiannya. Di mana 

fokus penelitian sebelumnya adalah pada pelaksanaan 

kebijakan pemerintah mengenai zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak di BAZDA dan 

KPP Kota Malang. Sementara itu, peneliti 

menitikberatkan pada implementasi zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-

faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya 

optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak oleh ASN. Meskipun objek 

penelitiannya sama, yakni zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak, tetapi peneliti melakukan 

penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan 

Kemenag Kabupaten Pekalongan, berbeda dengan 

peneliti terdahulu yang melakukan penelitiannya di 

BAZDA dan KPP Kota Malang. 

3. Kerangka Berfikir 

Konseptual atau kerangka berpikir dapat 

diartikan sebagai model yang memuat bagaimana teori 

berkaitan dengan faktor-faktor masalah yang dianggap 

penting.21 Kerangka konseptual biasanya berupa 

penjelasan awal yang bersifat sementara. Penelitian ini 

 
21 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 88. 
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berjudul “Implementasi Zakat sebagai Pengurang 

Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan”. Dalam 

penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa zakat 

yang dibayarkan melalui lembaga resmi memiliki 

fungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Namun dalam praktiknya hubungan tersebut 

tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh 

adanya faktor-faktor penghambat seperti rendahnya 

tingkat pemahaman ASN, kurangnya sosialisasi, 

kendala administratif, serta belum optimalnya sinergi 

antar lembaga terkait. Faktor-faktor tersebut 

menyebabkan implementasi zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak belum berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian 

ini berupaya untuk menganalisis hubungan antara zakat 

sebagai pengurang pajak dengan penghasilan kena 

pajak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi implementasinya, sehingga dapat 

dirumuskan solusi dalam rangka optimalisasi 

kebijakan tersebut. Berikut peneliti uraikan kerangka 

berpikir di bawah ini: 
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Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

yaitu penelitian yang datanya didapatkan dari 

lapangan, baik itu data lisan maupun data tertulis 

(dokumen).22 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pengumpulan data secara langsung ke tempat objek 

penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan 

Kemenag Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

memaparkan teori-teori terkait dengan zakat dan pajak, 

seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, 

peraturan perundang-undangan tentang zakat dan 

pajak, implementasi zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang 

memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi 

 
22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-31 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4. 
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penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak oleh ASN. Setelah itu, dilakukan analisa data. 

Pendekatan keilmuan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan multidisipliner, yaitu: Pendekatan Hukum 

Islam (Normatif Syariah). Digunakan untuk 

menganalisis konsep zakat sebagai kewajiban 

keagamaan serta relevansinya dalam sistem keuangan 

publik Islam. Pendekatan Ekonomi Islam. Digunakan 

untuk memahami zakat sebagai instrumen distribusi 

kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. 

Pendekatan Administrasi Publik atau Kebijakan 

Publik. Digunakan untuk menganalisis implementasi 

kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. 

Pendekatan multidisipliner ini digunakan karena objek 

penelitian berada pada irisan antara agama (zakat), 

negara (pajak), dan kebijakan publik.23 

2. Sumber Data 

Data dapat disajikan untuk tujuan tertentu yang 

diartikan sebagai kumpulan bukti atau fakta yang 

dikumpulkan. Sumber data dibagi menjadi dua jenis 

yaitu: 

a. Data primer  

Penelitian ini menggunakan sumber data 

primer, yang merupakan data yang dikumpulkan 

secara langsung oleh perorangan atau suatu 

organisasi dari objek penelitiannya.24 Dalam 

penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui 

 
23 Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik 

dan Keunggulannya (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 60. 
24 Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Lutfi, Analisis Data untuk 

Riset Manajemen dan Bisnis (Medan: USU Press, 2014), hlm. 3. 
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hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS 

Kabupaten Pekalongan yang mengetahui dan 

memahami tentang implementasi pengaturan zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ASN 

Kemenag Kabupaten Pekalongan. 

b. Data sekunder 

Dalam penelitian ini, data sekunder bisa 

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, 

dokumen, artikel, jurnal, serta sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini.25 Data sekunder 

yang akan digunakan meliputi regulasi dan 

pengaturan terkait zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak, seperti Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

dan regulasi terbaru yang mengatur zakat sebagai 

pengurang pajak penghasilan tertuang dalam 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 

tahun 2025. Kemudian ditegaskan dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2024 

yang menegaskan bahwa zakat dapat mengurangi 

penghasilan bruto (penghasilan kotor sebelum 

dipotong pajak), bukan mengurangi jumlah tagihan 

pajak secara langsung. Serta Peraturan Pemerintah 

No. 60 Tahun 2010 yang mengatur terkait zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara menanyakan langsung kepada sumber 

 
25 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif 

(Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 26. 
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informasi terkait topik yang diteliti.26 Pada 

penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

pengurus BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan 

ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 

terkait permasalahan yang diteliti. 

b. Observasi  

Observasi adalah teknik atau metode 

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan 

dan penginderaan untuk mengumpulkan data 

penelitian.27 Metode observasi ini digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang implementasi zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak di 

kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten 

Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi 

pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi penerapan 

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak 

oleh ASN. Metode pengumpulan data observasi 

akan membantu peneliti dalam mengumpulkan 

data-data yang relevan dalam hal ini dengan 

mengamati langsung objek penelitian yang menjadi 

fokus penelitian. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang hasilnya berupa notulen penting yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

didapatkan data yang lengkap, sah serta tidak 

 
26 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-31 

(PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186. 
27 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif 

(Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 26. 
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berlandaskan perkiraan.28 Data yang didapatkan 

berupa notulen, rekaman wawancara, serta foto 

sebagai pelengkap wawancara dan observasi di 

BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan.  

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang 

digunakan adalah model Miles dan Huberman. 

Analisis data tersebut terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data adalah suatu proses dimana 

peneliti memilah dan merangkum data-data yang 

inti dan penting bagi penelitian dengan mencari pola 

dan temanya. Sehingga dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan memudahkan proses 

penelitian selanjutnya.29 Pada penelitian ini, peneliti 

memerlukan data terkait implementasi zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, 

faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, 

dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN di 

BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah suatu proses 

penyusunan data dan informasi yang dibutuhkan 

agar dapat dipahami dengan mudah. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data menurut Milles 

 
28 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 158. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke- 4 (Bandung: 

Alfabeta, 2021), hlm. 134-135. 
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dan Huberman dilakukan dengan menggunakan teks 

naratif.30 Pada penelitian ini, penyajian data 

dilakukan dengan menguraikan secara singkat 

terkait implementasi zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak di kalangan ASN 

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, 

faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, 

dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN di 

BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan. 

c. Verifikasi 

Menurut Milles dan Huberman, verifikasi 

merupakan proses penarikan kesimpulan setelah 

melakukan reduksi data dan display.31 Verifikasi 

dilakukan pada tahap akhir analisis data dalam 

penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menguji 

keabsahan temuan yang telah didapatkan setelah 

data diolah dan didisplay secara sistematik. Dengan 

melakukan verifikasi, maka dapat dipastikan bahwa 

kesimpulan yang ditarik dari data sudah sesuai 

dengan data yang diperoleh secara faktual. 

G. Sistematika Pembahasan   

Penulis secara sistematis menyusun dan membagi 

uraiannya menjadi lima bab untuk memudahkan penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang 

dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum 

tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan 

 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 137. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 141. 

 



25 

 

landasan untuk membuat rumusan masalah dan manfaat 

penelitian serta menjelaskan langkah-langkah cara 

menulis penelitian. 

Bab II berisi Landasan Teori yang bertujuan 

menyajikan konsep teori tentang tinjauan umum 

mengenai zakat dan pajak, perbandingan antara zakat dan 

pajak, mekanisme penerapan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak, Pemikiran Masdar Farid Mas’udi 

terkait zakat dan pajak, kedudukan dan peran BAZNAS 

dalam implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak. 

Bab III pada bab ini penulis memaparkan gambaran 

umum, visi misi BAZNAS Kabupaten Pekalongan, 

struktur organisasi dan program kerja BAZNAS 

Kabupaten Pekalongan, penerapan zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS 

Kabupaten Pekalongan (implementasi zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN 

Kemenag Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena  pajak oleh ASN dan upaya optimalisasi 

penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten 

Pekalongan) dan peran BAZNAS Kabupaten Pekalongan 

dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak. 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan, Bab ini 

membahas analisis penelitian yang dilakukan di BAZNAS 

Kabupaten Pekalongan dan Kemenag Kabupaten 

Pekalongan. Dalam bab ini penulis berusaha menganalisis 

implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten 

Pekalongan, analisis faktor yang mempengaruhi 
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pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak oleh ASN, dan analisis upaya optimalisasi 

penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten 

Pekalongan. 

Bab V adalah penutup. Bab ini berisikan tentang 

kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

terkait dengan Implementasi Zakat sebagai Pengurang 

Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan, maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama 

Kabupaten Pekalongan pada dasarnya telah memiliki 

landasan hukum yang jelas baik dalam perspektif 

hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. 

Namun, dalam praktiknya implementasi tersebut 

belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan 

dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan zakat 

sebagai pengurang pajak oleh ASN. Kurangnya 

sosialisasi kebijakan, rendahnya pemahaman ASN 

terhadap regulasi, serta kendala administratif menjadi 

faktor utama yang menghambat implementasi. Selain 

itu, masih terdapat ASN yang menyalurkan zakat 

secara langsung kepada mustahik tanpa melalui 

lembaga resmi, sehingga tidak dapat diakui sebagai 

pengurang pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan masih bersifat normatif 

dan belum sepenuhnya efektif secara empiris. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek 

sosialisasi, sistem administrasi, dan peran 

kelembagaan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN 

terdiri dari faktor internal dan eksternal yang saling 
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berkaitan. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman, 

kesadaran, dan religiusitas ASN dalam menunaikan 

zakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi, 

kualitas layanan lembaga zakat, tingkat kepercayaan 

terhadap lembaga, serta kemudahan sistem 

administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor pemahaman dan sosialisasi menjadi faktor 

dominan yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan 

kebijakan. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga 

zakat juga berperan penting dalam menentukan 

keputusan ASN. Kompleksitas prosedur administrasi 

turut menjadi hambatan dalam implementasi 

kebijakan. Dengan demikian, pemanfaatan zakat 

sebagai pengurang pajak dipengaruhi oleh kombinasi 

faktor edukatif, struktural, dan kultural. Oleh karena 

itu, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan 

dalam meningkatkan pemanfaatan kebijakan tersebut. 

3. Upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang 

penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan dapat dilakukan 

melalui beberapa strategi yang terintegrasi. Pertama, 

peningkatan sosialisasi kebijakan secara masif dan 

berkelanjutan kepada ASN agar memahami manfaat 

dan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak. Kedua, 

peningkatan kualitas layanan lembaga zakat melalui 

transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme 

pengelolaan. Ketiga, simplifikasi dan digitalisasi 

sistem administrasi agar memudahkan ASN dalam 

mengakses layanan zakat dan pengurangan pajak. 

Keempat, penguatan sinergi antara pemerintah, 

lembaga zakat, dan ASN dalam implementasi 

kebijakan. Kelima, pelaksanaan evaluasi kebijakan 

secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan 



99 

 

melakukan perbaikan. Dengan demikian, optimalisasi 

kebijakan dapat dicapai melalui pendekatan sistemik 

yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan di masa mendatang 

diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat 

meningkatkan sosialisasi secara intensif dan 

berkelanjutan mengenai kebijakan zakat sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, 

pemerintah perlu menyederhanakan prosedur 

administrasi agar lebih mudah diakses oleh ASN. 

Pengembangan sistem digital yang terintegrasi antara 

zakat dan pajak juga sangat diperlukan untuk 

meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan demikian, 

kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal dan 

tepat sasaran. 

2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS Kabupaten 

Pekalongan). Lembaga zakat diharapkan dapat 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana zakat. Selain itu, peningkatan 

kualitas pelayanan kepada muzaki, khususnya ASN, 

perlu menjadi prioritas utama. Lembaga zakat juga 

perlu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat mengenai manfaat zakat sebagai 

pengurang pajak. Dengan demikian, kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga zakat akan meningkat. 

3. Bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten 

Pekalongan. ASN diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya zakat 
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sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen fiskal. 

ASN juga diharapkan menyalurkan zakat melalui 

lembaga resmi agar dapat memperoleh manfaat sebagai 

pengurang pajak. Selain itu, ASN perlu lebih aktif 

mencari informasi terkait kebijakan perpajakan dan 

zakat. Dengan demikian, pemanfaatan kebijakan dapat 

dilakukan secara optimal. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih 

memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan 

wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek 

penelitian dan menggunakan pendekatan yang lebih 

variatif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat 

mengkaji aspek kuantitatif untuk mengukur tingkat 

efektivitas kebijakan secara lebih akurat. Dengan 

demikian, hasil penelitian dapat memberikan 

kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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